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Seluruh Pegawai BRMP Bali

di
Tempat

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa yang telah
memberikan kesehatan kepada kita dan semoga kita semua senantiasa dalam lindunganNya.
Bersama ini kami sampaikan dan mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 30 April 2025

Waktu : 08.30 Wita

Tempat . Ruang Pertemuan Besar BRMP Bali
Agenda : Rapat Rutin

Mengingat pentingnya acara ini, dimohon kehadiran Bapak/Ibu hadir tepat waktu.

Demikian atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Balai,

,":.;\ENTCRr_“"J s

/N

- ~ P

Dr, el Made Rai Yasa, MP.'
NIP. 197209291999031001

Tembusan, Yth.
Plt. Kepala Subbagian Tata Usaha untuk persiapannya.



NOTULEN RAPAT

HARI/TANGGAL : | Rabu, 30 April 2025

PUKUL : | 09.00 WITA s/d selesai

TEMA/TOPIK Rapat Rutin dan Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas BRMP
BAHASAN | Tahun 2025

PESERTA - | ASN lingkup BRMP Bali

LOKASI : | Ruang Pertemuan Besar BRMP Bali

RUMUSAN HASIL :

1) PIt. Kasubbag Tata Usaha BPSIP Bali, Bpk. Pekik Anggoro, S.P, M.Si (Pengantar),

2) Arahan PIt. Kepala Balai : Dr. drh. | Made Rai Yasa, MP,

Agenda pertemuan pada hari ini terkait dengan Rapat Rutin Balai, berupa Informasi
Kegiatan Balai oleh Bapak PIt. Kepala Balai, Laporan Kegiatan dari Tim Kerja
Penerapan dan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian, Laporan Kegiatan dari Tim
Kerja Program dan Evaluasi BRMP Bali, serta sosialisasi mengenai Zona Integritas
di lingkup Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bali.

Pada pertemuan hari ini juga sekalian silaturahmi dan halal bihalal ASN lingkup
BRMP Bali terkait Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Paskah, Hari Raya Galungan dan
Kuningan.

Selanjutnya mohon arahan dari Kepala Balai, terkait dengan agenda rapat yang

dilaksanakan pada hari ini.

Laporan perkembangan kegiatan Luas Tanam padi Nasional per April 2025 sudah
mencapai 1.254.244 Ha, untuk kegiatan LTT Provinsi Bali dibawah Penanggung
Jawab Kabag Umum Ditjen TP sudah mencapai 7.747,73 Ha atau 69,12% (total LTT
terhadap target LTT hari berjalan).

Organisasi BSIP telah bertransformasi ke Balai Penerapan Modernisasi Pertanian
(BRMP) berdasarkan Peraturan presiden Nomor 192 tahun 2024 dan Permentan
Nomor 10 tahun 2025 yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan penerapan hasil
perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi

pertanian.

Dengan adanya transformasi organisasi memberikan dampak kepada Perubahan
Peta Jabatan, Dinamika anggaran, Publik Hearing, Teknis & administrasi (stampel,

kop surat, plank kantor, website, medsos, dll).




e Pada tahun 2025 ini rencana kegiatan BRMP Bali berupa pendampingan LTT dan
Produksi Benih (Kedelai, sapi, gandum, bawang putih) dimana untuk bawang putih

direncanakan 10 Ha daerah Tabanan dan Buleleng.

e Selain hal diatas telah ditanda tanganinya nota kesepahaman antara Kementan
dengan Kemendiktisaintek terkait Swasembada Pangan Berkelanjutan terhadap
komoditas Padi, Jagung, Bawang Putih, Tebu, Sapi, Kedelai, Pupuk, Ubi Kayu, dan

Gandum.

3. Sosialisi Pembangunan Zona Integritas di BRMP Bali, PIt. Kasubbag Tata Usaha
BPSIP Bali, Bpk. Pekik Anggoro, S.P, M.Si

e Pembangunan Zona Intergritas mendasarkan pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019
sebagai perubahan dari Permenpan RB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).

e Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sejak tahun 2009 terus dijalankan secara
konsisten dan berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun
2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, saat ini pelaksanaan
Reformasi Birokrasi telah memasuki periode kedua dan akan menuju periode ketiga
atau periode terakhir masa berlaku Road Map. Pada periode pertama hingga
periode kedua telah tercapai banyak kondisi yang mendukung sasaran Reformasi
Birokrasi, yaitu birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi; birokrasi yang
efektif dan efisien; dan birokrasi yang mempunyai pelayanan publik yang
berkualitas. Birokrasi sebagai pelaksana tugas pemerintah terus melakukan
perubahan dalam mencapai sasaran Reformasi Birokrasi dengan meningkatkan
kualitas pelayanan publik serta memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada
masyarakat. Agar masyarakat merasakan hasil percepatan Reformasi Birokrasi
yang telah dilakukan pemerintah, terutama pada unit kerja, Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN RB)
telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih

Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

¢ Pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai role model Reformasi Birokrasi
dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Dengan demikian
pembangunan Zona Integritas menjadi aspek penting dalam hal pencegahan

korupsi di pemerintahan.




e Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama, yaitu
peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan

bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

e Zona Integritas adalah sebuah konsep yang menunjukkan semangatnya dalam
pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi. Terdapat dua kata kunci
dalam Zona Integritas, yaitu integrity ataupun integritas dan island/zone atau

pulau/kepulauan/zona/lingkup/kawasan/unit instansi.

e Salah satu hal yang juga menjadi penekanan pada Zona Integritas adalah instansi
pemerintah (pusat dan daerah) perlu untuk membangun pilot project pelaksanaan
reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja
dalam melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik,
efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan
profesional serta menghapus penyalahgunaan wewenang, praktik KKN, dan
lemahnya pengawasan. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program
reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas.

e Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada
kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang pimpinan dan jajarannya
mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya
pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang telah mencanangkan sebagai

Z1 mengusulkan salah satu unit kerjanya untuk menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi.

e Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu
unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata
laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan
penguatan akuntabilitas kinerja. Sedangkan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang
memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan
sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja,

dan penguatan kualitas pelayanan publik.

e Diharapkan melalui pembangunan Zona Integritas ini unit kerja yang telah
mendapat predikat WBK/WBBM dapat menjadi pilot project dan benchmark untuk
unit kerja lainnya sehingga seluruh unit kerja tersebut diberikan kebebasan untuk
bekerja dengan benar sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan. Selain itu
unit kerja berpredikat WBK/WBBM merupakan outcome dari upaya pencegahan

korupsi yang dilaksanakan secara konkrit di dalam lingkup Zona Integritas.




Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan
Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas di Lingkungan Instansi Pemerintah telah menjelaskan bahwa proses
pembangunan Zona Integritas memiliki beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu

pencanangan, pembangunan, pengusulan, penilaian, dan penetapan.

Tahapan yang paling penting dalam Zona Integritas adalah pembangunan itu
sendiri. Pembangunan berarti membangun integritas pada unit instansi pemerintah
melalui berbagai perubahan dan perbaikan yang terencana, massif, komprehensif,
dan sistematis. Membangun integritas berarti membangun sistem, membangun

manusia, dan membangun budaya.

Membangun sistem berarti membangun berbagai instrumen, SOP, dan peraturan
untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi/perbuatan tercela lainnya.
Sebagai contoh, membangun sistem pengendalian gratifikasi, membangun
Whistleblowing System (WISE), membangun sistem pengendalian intern, dan

lainnya.

Membangun manusia berarti membangun mindset aparatur pemerintah untuk
enggan, malu, dan merasa bersalah melakukan tindak pidana korupsi/tindakan
tercela lainnya. Proses membangun mindset tidak mudah, karena akan ditemukan
keengganan bahkan penolakan. Selain itu pula diperlukan waktu yang tidak singkat

dengan pembiasaan yang terus menerus.

Efektivitas Zona Integritas sangat ditentukan oleh komitmen pimpinan dan seluruh
jajaran pegawai di dalamnya. Komitmen menjadi prasyarat (prerequisite) sebuah
instansi yang berintegritas. Jika komitmen kuat, maka mewujudkan institusi yang
bersih dan melayani melalui Zona Integritas akan menjadi sebuah keniscayaan.
Namun jika komitmen lemah, cita-cita menjadi zona integritas hanya akan menjadi

sebatas angan dan pencitraan.

Tujuan utama dalam pembangunan ZI menuju WBK/WBBM adalah untuk
pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme dan meningkatkan kualitas pelayanan
publik. Dalam implementasinya adalah dengan senantiasa meningkatkan
akuntabilitas kinerja, menyusun kontrak kinerja dan mengadakan penyuluhan

tentang anti gratifikasi dan penanggulangan korupsi.

Langkah awal dalam pencanangan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM adalah
dengan pembuatan dan penandatanganan Pakta Integritas yang disaksikan oleh
pihak pemangku kepentingan dan atau masyarakat, penanda tanganan ini

merupakan tonggak awal dan merupakan indikator utama dalam penilaian.




e Untuk menunjang kegiatan dimaksud peran masyarakat atau pemangku
kepentingan diperlukan. Masyarkat diminta berpartisipasi aktif juga untuk
melaksanakna pemantauan, penilaian dan memberikan masukan untuk perbaikan
dalam hal mencegah terjadinya kecurangan dan korupsi. Membuat kontrak kinerja
yang jelas dan mengevaluasi pekerjaan yang telah dilaksanakan apakah telah
sesuai dengan apa yang tertera dalam kontrak kinerja dimaksud. Peningkatan
pelayanan kepada masyarakat harus ditingkatkan untuk memberi kepuasan kepada

pemangku kepentingan.

_;":;i@ifﬁ;asubag Tata Usaha, Notulis,
& Analis SDM Aparatur Ahli Pertama,

S5703,

=P nggoro, S¥P., M.Si. Gina Deswita, S.T.
NIP. 197805302007011001 NIP. 198112132005012002
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DAFTAR HADIR

TANGGAL  : 30 April 2025

KEGIATAN : RAPAT RUTIN PEGAWAI BRMP BAﬂJ

TEMPAT  : RUANG PERTEMUAN UTAMA BRMP BALI
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